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MOTTO

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu perbaikilah
hubungan antara kedua saudaramu itu"

(QS: Al Hujurat ayat 10).

"Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan
perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu™

(QS: Al Bagarah Ayat 109).

"Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan
segera menemukan caranya."

(Vian Nando Wirawan)
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	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2  Permasalahan
	Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan  permasalahan bagaimana tanggung jawab penjamin dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditangguhkan atau dialihkan penahanannya melarikan diri ?

	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Metode Penelitian
	1.5.1 Metode Pendekatan
	1.5.2 Jenis Penelitian
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	BAB II
	KAJIAN PUSTAKA
	2.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Penahanan
	2.2 Jenis Penahanan
	2.3 Jangka Waktu Penahanan
	2.4 Prosedur Penahanan
	Berkaitan dengan prosedur penahanan, Tersangka atau Terdakwa yang akan menjalani penahanan atau penahanan lanjutan harus diberi surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas Tersangka atau Terdakwa dan alasan penahanan sert...
	2.5 Pengertian Penagguhan Penahanan dan Pengalihan Penahanan

	2.6 Syarat Penangguhan dan Pengalihan Penahanan
	2.7 Jaminan Penangguhan dan Pengalihan Penahanan
	2.8 Prosedur Penangguhan dan Pengalihan Penahanan
	2.9 Upaya Hukum Terhadap Penahanan
	Penangguhan ataupun pengalihan penahanan merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh, baik oleh penasehat hukum atau kuasa hukum Tersangka atau Terdakawa maupun oleh Tersangka atau Terdakwa sendiri ataupun keluarganya.
	Penangguhan atau pengalihan penahanan tersebut dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim apabila prosedur maupun tata cara penahanan yang dilakukan sebelumnya memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
	Apabila penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara penahanan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka upaya hukum yang dapat diajukan oleh Tersangka atau Terdakwa ialah pengajuan perm...
	Berkaitan dengan pengertian praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yakni praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:
	- sah tau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
	- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
	- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
	Mengenai ruang lingkup perkara praperadilan diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, antara lain tentang  tuntutan ganti kerugian karena tersangka, terdakwa atau terpidana ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasa...
	Adapun prosedur perkara praperadilan adalah sebagai berikut :
	a. pengajuan permohonan gugatan praperadilan oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya;
	b. selanjutnya dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
	c. praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP);
	d. pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon praperadilan;
	e. dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus;
	f. pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut;
	g. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.
	Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan cepat, gun...
	Berkaitan dengan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perkara praperadilan termasuk dalam acara pemeriksaan cepat sehingga bentuk dari putusannya sederhana.
	Bentuk dari putusan praperadilan adalah sebagai berikut :
	1. surat putusannya disatukan dengan berita acara cepat;
	2. putusannya berupa penetapan, dapat dikatakan putusan praperadilan berisi pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Selain itu, putusan praperadilan juga dapat memuat ganti kerugian maupun rehabilitasi.
	3. Isi dari putusan praperadilan pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3), disamping penetapan, praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, dan juga memuat amar putusan. Amar yang dicantumkan harus disesuaikan dengan al...
	Uraian di atas menunjukkan bahwa putusan perkara praperadilan sifatnya dapat dikatakan singkat dan sederhana.
	Selanjutnya mengenai putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum.
	Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan Banding kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Berdasarkan hal tersebut maka sejatinya putusan Pra Peradilan mempunyai kekuatan hukum mengi...
	Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, yang maknanya sifat dari putusan praperadilan sifatnya final dan mengikat.
	2.10 Penafsiran (Interpretasi) Hukum
	2.10.1 Pengertian Penafsiran (Interpretasi) Hukum
	Hukum yang ada di dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang dicantumkan pada berbagai perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang masih hidup dala...
	Didalam hukum tertulis terkadang ada peraturan perundang-undangan yang memiliki makna bias, untuk memaknai kata yang bias supaya dapat dipahami bagi masyarakat dilakukanlah penafsiran (interprestasi) hukumPenafsiran merupakan kegiatan yang sangat pent...
	Secara etimologis, kata hermeneutika (hermenutics) berasal dari kata kerja Yunani hermēneuein yang berarti “menafsirkan” dan kata benda hermēneia yang berarti “interpretasi” atau “penafsiran.” Tetapi kedua kata tersebut pun memiliki pengertian: ‘mener...
	Berdasarkan uraian di atas dapat dikataan bahwa penafsiran hukum (interpretasi) hukum adalah suatu kegiatan memaknai kata-kata yang memiliki makna bias dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk kemudian didapatkan pemahaman dan penjelasan yang m...
	2.10.2 Macam-Macam Penafsiran (Interpretasi) Hukum
	Berikut adalah macam-macam penafsiran yang dapat dilakukan dalam memaknai suatu peraturan perundang-undangan antara lain :
	1. Interpretasi bahasa (grammatikale intepretatie). Di sini ketentuan atau kaidah hukum (tertulis) diartikan menurut arti kalimat atau bahasa sebagaimana diartikan oleh orang biasa yang menggunakan bahasa secara biasa (sehari-hari). “Peralatan rumah t...
	2. Penafsiran secara historis atau sejarah. Penafsiran cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Penafsiran historis ini adalah 2 macam :
	a.  Penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang (wetshistorische interpretatie).
	Penafsiran wetshistorische ini juga dinamakan penafsiran sempit dan hanya menyelidiki “apakah maksud pembuat undang-undang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan itu atau siapa yang membuat rancangan untuk undang-undang, apa dasar-dasarnya, a...
	b. Penafsiran menurut sejarah hukum (Rechtshistorische Interpretatie).
	Penafsiran historis ini dinamakan penafsiran yang luas, karena penafsiran wetshistorisch termasuk di dalamnya. Penafsiran menurut sejarah hukum ini menyelidiki apakah asal-usul peraturan itu dari suatu sistem hukum yang dahulu pernah berlaku atau dari...
	3. Penafsiran sistematis, ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, s...
	- Pasal 1330 KUH Perdata mengemukakan tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa.
	- Untuk mengetahui pengertian orang dewasa kita dapat melihat ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang memberikan batas belum berumur 21 tahun, akan tetapi meskipun belum berumur 21 tahun apabila telah kawin orang tersebut dikualifikasikan telah dewasa.
	4. Penafsiran sosiologis, ialah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial yang di dalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kep...
	- Dalam pasal 362 KUH Pidana, ditegaskan larangan untuk mencuri barang kepunyaan orang lain. Mula-mula pengertian barang ialah segala yang bisa dilihat, diraba dan dirasakan secara riil. Waktu itu listrik tidak termasuk sebagai barang dan pencuri list...
	5.  Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi (authentieke interpretatie atau officieele interpretatie) ialah penafsiran secara resmi. Penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri dapat diikuti dalam penjelasan undang-undang sebag...
	6. Penafsiran perbandingan ialah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial.
	- Hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, mungkin hukum lama cocok untuk diterapkan lagi pada masa sekarang ini. Umpamanya beberapa hukum dan asas hukum adat, yang menggambarkan unsur kekeluargaan, dapat diambil untuk dijadikan hukum na...
	- Hukum nasional sendiri dengan hukum asing. Pada hukum nasional terdapat kekeurangan. Apabila ada keinginan untuk mengambil hukum asing/negara lain apakah hukum asing itu cocok dan sesuai dengan kepentingan nasional.
	Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa apabila dalam proses peradilan ditemukan peraturan perundang-undangan yang maknanya tidak jelas, menimbulkan keraguan atau multitafsir atau terdapat kekosongan hukum maka hakim dapat melakukan pena...
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